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ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan lembaga keuangan syariah,
khususnya pada skala mikro seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), mengalami
peningkatan signifikan dan menjangkau hingga pelosok desa. BMT hadir sebagai
lembaga keuangan mikro syariah yang menggabungkan fungsi sosial (maal) dan
komersial (tamwil) untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil. Namun,
pesatnya pertumbuhan ini tidak diiringi dengan regulasi dan pengawasan yang
memadai. Dualisme pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas
Koperasi (DINKOP), serta belum optimalnya penerapan Undang-undang Nomor
1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menimbulkan ketidakjelasan
hukum, lemahnya pengawasan, dan ketidakpatuhan BMT terhadap kewajiban
legalitas formal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga
masalah utama: (1) bagaimana praktik pengawasan oleh OJK dan DINKOP
terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan hukum koperasi
di D.l. Yogyakarta; (2) bagaimana perbandingan efektivitas pengawasan antara
kedua lembaga tersebut; dan (3) bagaimana model pengawasan yang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan bagi LKMS di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan
pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari observasi
langsung, wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi regulasi dan
kebijakan yang mengatur lembaga keuangan mikro syariah, khususnya yang
berbadan hukum koperasi. Penelitian difokuskan pada wilayah D.l. Yogyakarta
sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah KIKS BMT cukup signifikan
namun pengawasan oleh OJK masih sangat terbatas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh OJK yang diatur
melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
belum berjalan optimal, karena hanya sebagian kecil LKMS yang resmi terdaftar
dan diawasi. Sementara itu, pengawasan oleh DINKOP lebih bersifat pembinaan
dan kurang disertai sanksi tegas, sehingga kurang efektif dalam menekan
pelanggaran hukum. Rendahnya kesadaran hukum dari pihak KIKS BMT menjadi
salah satu faktor utama lemahnya kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai solusi,
pemerintah telah menerbitkan, Undang-undang , Nomor-4, Tahun 2023 tentang
Pengembangan_ _dan’ ' "Penguatan "' "Sektor - ' Keuangan. " ° Penelitian ini
merekomendasikan model /pengawasan terintegrasi = yang | mengedepankan
kolaborasi antara OJK dan"DINKOP, dengan’ penekanan pada penguatan-regulasi
serta peningkatan literasi"hukum' bagi pengelola KIKS'BMT gupa menciptakan
sistem pengawasan yang lebih efektif'dan berkeadifan.

Kata kunci : Pengawasan, LKMS, OJK D.I Yogyakarta, Dinkop D.I

Yogyakarta



ABSTRACT

In recent years, the growth of Islamic financial institutions—particularly
on a micro scale such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT)—has significantly
increased and expanded into remote rural areas. BMT functions as a sharia-based
microfinance institution that integrates both social (maal) and commercial
(tamwil) roles to empower the economy of lower-income communities. However,
this rapid development has not been matched by adequate regulation and
supervision. The dual oversight between the Financial Services Authority (OJK)
and the Cooperative Office (DINKOP), coupled with the suboptimal
implementation of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions,
has led to legal ambiguity, weak supervision, and non-compliance by BMTs with
formal legal requirements. Based on these issues, this study formulates three main
research questions: (1) How is the supervisory practice carried out by OJK and
DINKOP on Sharia Microfinance Institutions (LKMS) with cooperative legal
status in the Special Region of Yogyakarta? (2) How does the effectiveness of
supervision compare between the two institutions? (3) What is the appropriate
supervisory model in accordance with existing laws and regulations for LKMS in
Indonesia?

This research is a field study using an empirical juridical approach. Data
were obtained through direct observation, interviews with relevant stakeholders,
and documentation of regulations and policies governing sharia microfinance
institutions, particularly those with cooperative legal status. The study focuses on
the Special Region of Yogyakarta, one of the regions with a significant number of
KJKS BMTs, where OJK’s supervisory role remains very limited.

The findings reveal that supervision by OJK, as regulated under Law
Number 1 of 2013 on Microfinance Institutions, has not been optimally
implemented, as only a small portion of LKMS are officially registered and
supervised. Meanwhile, '/DINKOP's /aversight lis mare’ developmental and lacks
strict sanctions,” makinguit less effectivepin addressing legalyviolationsy The low
level of legal awareness among KJKS BMT /managers is one of the key factors
contributing to weak regulatory compliance. As a solution, the government has
enacted Law Number 4 of 2023 concerning the Develapment and Strengthening
of the Financial Sector. This study recommends an integrated supervisory model
that emphasizes collaboration between OJK and DINKOP, with a focus on
strengthening regulations and enhancing legal literacy among KJKS BMT
managers to create a more effective and equitable oversight system.

Keywords: Supervision, LKMS, OJK Yogyakarta, DINKOP Yogyakarta
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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I. Konsonan Tunggal
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Arab
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I1. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

Ay ditulis Sunnah
ile ditulis ‘Ulah
I1l. Ta’ Marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan h
sailall ditulis al-Ma’idah
Jae DU ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
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layyinah/ya’ mati
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dengan Apostrof
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Al a’antum
el u’iddat
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ol

al-Qur 'an

bl

al-giyas
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak beberapa tahun ini, pertumbuhan dalam perbankan yang melabelkan Islam
makin berkembang, mulai dari yang skala makro yakni asuransi syariah,
pegadaian syariah, reksadana syariah dan juga pada skala mikro juga muncul
berbagai lembaga dalam bidang keuangan islam seperti BPR Syariah, Koperasi
syariah dan Baitul mal wa Tamwil (BMT). Baitul maal wat Tamwil merupakan
lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah yang berusaha untuk
menggabungan aspek maal dan tamwil menjadi program satu lembaga. Aspek
maal muncul dan menjadi sesuatu yang melekat pada aspek kehidupan
masyarakat muslim dan selalu dekat dengan aspek penghimpunan dan penyaluran
dana untuk kegiatan zakat, kegiatan infak dan kegiatan shadagah (Z1S) pada aspek
dan kegiatan yang produktif sedangkan konsep tanwil hadir sebagai program
untuk menggerakan berbagai kegiatan seperti bisnis yang produktif dengan tujuan
memperoleh keuntungan pada sektor masyarakat khususnya menengah ke bawah
(mikro)®

BMT sendiri hadir sebagai Jawaban atas kebutuhan masyarakat khususya
kalangan menengan dan kecil. Pada skala mikro BMT terasa mampu untuk
menghambat pergerakan dan mengurangi bank konvensional yang menarik dana
masyarakat pedesaan untuk diangkut ke kota besar yang mana kemudian

dimanfaatkan untuk memberikan pinjaman kepada konglomerat para pembisnis

! Novita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-undang no 1 Tahun 2013 tentang
lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas status badan hukum dan pengawasan Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT), Jurnal Economica, Vol V Edisi 2 (Oktober 2014), him. 18.



besar. BMT juga berperan mengikis dan mengurangi praktik-praktik rentenir yang
meresahkan dengan pembebanan bunga yang tinggi kepada masyarakat;
Perkembangan BMT dari tahun ke tahun semakin meningkat, terbukti
dengan muncul dan persebaran BMT di kota-kota kecil bahkan hingga pelosok
desa, akan tetapi perkembangan BMT tersebut sayangnya tidak dibarengi dengan
dibuatkan pengaturan dan dasar hukum yang secara khusus mengaturnya secara
jelas. BMT memiliki ciri yang khas apabila diperbandingkan dengan lembaga
yang bergerak pada sektor keuangan lainnya, hal ini dikarenakan BMT selain
memiliki tujuan yang bersifat komersial (baitut tanwil) juga memiliki tujuan yang
bersifat sosial (baitul maal) sehingga BMT dapat disebut sebagai lembaga
keuangan mikro yang sama sekali baru dengan lembaga keuangan mikro yang
telah eksis sebelumnya. Dalam pengaturanya BMT dapat berbentuk koperasi dan
Perseroan Terbatas namun praktiknya BMT di Indonesia lebih banyak mengambil
bentuk hukum koperasi, sehingga BMT mengacu dan taat pada aturan
perkoperasian yakni Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang
telah diubah menjadi Undang-undang No_17_Tahun 2012 tentang Koperasi
KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/1X/2004" tentang Petunjuk’ Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Aturan hukum tersebut
selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk
Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar

Operasional Menejemen (SOM) vyang tunduk pada PERMEN Nomor



352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman standar Operasional Manajemen
Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.?
Kompleksitas dan masalah yang muncul menjadi tantangan BMT tidak
hanya bermuara pada legitimasi dan dasar hukum atas keberadaan BMT, tetapi
selain itu, BMT menghadapai berbagai kendala pada bagian operasional seperti
misalnya konsistensi pada penerapan prinsip syar’i yakni tidak mendasarkan pada
prinsip syar’i yang ada sebagaimana penelitian yang di tulis oleh Nufi Mu’tamar®
yang pada intinya prinsip pembiayaan Murabahah yang dijalankan oleh BMT
tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, contoh lain yang seringkali terjadi yakni
dalam permasalahan adanya jaminan pada pembiayaan sebagaimana penelitian
yang ditulis oleh Fajar, Elizza Silviana® dan Nabilla Yudia Putri® dimana praktik
jaminan pada pembiayaan yang dilakukan hanya berupa akta di bawah tangan
tanpa dilakukan akta pembebanan hak tanggungan (APHT) sebagaimana amanat
Undang-undang Jaminan. Dalam hal legalitas juga terdapat berbagai masalah

yang mana BMT pada mulanya menggunakan dan berlandaskan pada Undang-

undang perkoperasian 'yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 ysng telah

ZNovita Dewi Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-undang no 1 Tahun 2013 tentang
lembaga Keuangan' Mikra (LKM) atas status badan hukum'dan' pengawasan Baitul Maal Wat
Tamwil (BMT)”, Jurnal-Economica, Vol V Edisi 2 (Oktober 2014), him."19.

3 Nufi Mu’tamar Almahmudi, “PRAKTIK PEMBIAYAAN SYARIAH DI KSPPS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di KSPPS BMT SM KRAMAT dan
KSPPS BMT NURMA Kebumen),” Tesis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto(2022).

4 Fajar, “Mekanisme Eksekusi Jaminan Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT
Sidogiri Bangkalan dalam Persepektif Hukuk Bisnis Syari’ah,” Az Zarga’, Vol. 10 No.2
(Desember 2018).

® Elizza Silviana, “Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Pada BMT sebagai
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Pontianak),” Publikasi [Imiah, (2008).

6 Nabilla Yudia Putri, “Analisis Penerapan Hukum Jaminan Pada BMT Mekar Da’wah,
BMT Al-Fath IKMI, dan BMT At Taqwa,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).



diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Dimana dalam undang-undang ini belum diatur dengan baik mengenai
kelembagaan dan berbagai hal dalam BMT, baik dari sisi pengaturan,
pengawasan, aspek syariahnya dan standar lembaga pada kompetensi.

Sehingga kemudian pemerintah mengesahkan undang-undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang berfungsi untuk menyempurnakan
dan menjadikan BMT tidak hanya mengacu pada undang-undang perkoperasian
dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.
91/Kep/M.KUKM/1X/2004 akan tetapi juga harus berpegang dan patuh pada
Undang-undang dari Otoritas Jasa Keuangan dan Undang- undang Lembaga
Keuangan Mikro.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro, BMT sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro dapat
memilih untuk menggunakan badan hukum Koperasi dan badan hukum Perseroan
Terbatas.Apabila BMT telah. memilih berbadan” hukum Koperasi acuan hukumnya
yakni Undang=undang ‘No"17 Tahun 2012 tentang Perkoperasiann“yang mana di
dalamnya dijelaskan”koperasi yakni badan ‘hukum' yang ‘dicetuskan oleh orang
perorangan atau badan hukum koperasi dengan melakukan pemisahan harta
kekayaan bagi para anggota yang berfungsi sebagai modal yang berguna untuk
kegiatan usaha, serta untuk memenuhi aspirasi para anggotanya baik pada aspek

sosial, ekonomi,serta kebudayaan yang berpegang pada prinsip koperasi.



Apabila BMT memilih menggunakan bentuk lembaga yang berbadan
hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) aturan yang menjadi rujukan yakni
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun
sebagian besar BMT lebih memilih untuk berbadan hukum koperasi. Berdasarkan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, jika
BMT berbentuk Perseroan Terbatas maka sahamnya dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten atau kelurahan paling sedikit 60% (enam puluh persen). Dan 40%
sisanya dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum atau oleh koperasi. Terdapat
pula aturan dimana warga masyarakt maksimal dapat memiliki saham pada LKM
yang berbadan hukum Perseroan Terbatas hanya 20%. \Warga negara asing secara
dilarang pula memiliki baik kepemilikan secara langsung maupun tidak pada
LKM berbadan hukum Perseroan Terbatas. Adanya aturan ini tentu menyulitkan
bagi BMT apabila ingin memilih untuk berbentuk badan hukum PT. Hal ini
disebabkan karena BMT akan sangat sulit mengatur dan berkoordinasi baik
dengan pemerintah kabupaten maupun dengan kelurahan, kesulitan koordinasi
yang dihadapi-pada hal permodalan juga operasional. pada. aspek permodalan,
pemerintah “~kabupaten “untuk ‘mengembangkan® keuangan "mikro harus
menganggarkan dana APBD, akan tetapi faktanya ‘APBD belum dapat
dialokasikan secara total untuk menduukung LKM suatu kabupaten atau desa, dan
hingga saat ini prioritas APBD masih berupa pengembangan pada aspek
kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Undang-undang No 1 Tahun 2013 menyebutkan sebelum menjalankan

usaha, LKM harus mengantongi izin usaha dari OJK, dan selain izin usaha dalam



sektor keuangan, BMT juga harus memperoleh izin dari kementrian koperasi
dalam kaitannya BMT sebagai lembaga hukum. Hal ini sangatlah diperlukan
karena dengan perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang menjadikan BMT menjadi lembaga yang legitimate dan credible
sebagai sebuah lembaga keuangan.’

Pembentukan lembaga pengawasan di sektor keuangan sejatinya sudah di
canangkan dan akan dibentuk paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010
namun baru terealisasi pada tanggal 22 November 2011 yakni dengan
disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, dimana lembaga ini berfungsi untuk menggantikan fungsi pengawasan
Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam LK) agar menjadikan fungsi pengawasan yang terintegrasi dan
komprehensif®

Kelahiran ' Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan perlu adanya lembaga
pengawas yang dapat bergerak dan berfungsi untuk pengawas yang mempunyai
kewenangan. pada semua lembaga ~keuangan, dimana lembaga pengawasan
tersebut-yang-bertanggungjawab mengenar kegiatan usaha dan operasioanal yang
dijalankan oleh lembaga keuangan bank juga oleh lembaga keuangan berbentuk
non bank, sehingga dikemudian hari tidak akan ada lagi saling melempar

tanggungjawab terhadap pengawasannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

" Fitri Yunindya, “Analisis Lendasan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah
(LKMS) di Indonesia bersarakan Undang-undang terkait,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta (2014), him. 67.

8 Wiwin Sri Haryani, “Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” Jurnal Legislasi Indonesia,
Vol.9 No.3 (Oktober 2012), him. 45-46.



merupakan lembaga yang bersifar independen dan terbebas dari interfensi dari

pihak lain, yang memiliki, tugas, fungsi, dan wewenang mengatur, sebagai

lembaga pengawasan, lembaga pemeriksaan, dan melakukan fungsi penyidikan
kepada Lembaga Jasa Keuangan, berupa: Perbankan, Lembaga Pembiayaan Pasar

Modal, Dana Pensiun,Perasuransian, dan Lembaga yang bergerak pada Jasa

Keuangan lainnya

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa seluruh
lembaga kuangan mikro berbadan hukum Koperasi ataupun Perseroan Terbatas
akan diawasai oleh OJK. Menanggapi hal ini OJK mengeluarkan Peraturan

Otoritas Jasa keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, sehingga dalam hal ini OJK secara

khusus mempersiapkan diri guna take over pengawasan dan pembinaan LKM

umumnya terkhusus kepada BMT.
Beberapa dasar hukum mengenai LKM ini antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
(Undang-Undang LKM).

b) Peraturan-Pemerintah"Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman
Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga
Keuangan Mikro.

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

d) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan

Lembaga Keuangan Mikro.



e) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga
Keuangan Mikro.

f) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Keuangan Mikro.

Bagi LKM vyang berdiri dan beroperasi sebelum disahkannya Undang-
undang Lembaga Keuangan Mikro ini, dan belum memperoleh izin usaha apabila
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka wajib memperoleh
izin usaha dengan proses pengukuhan sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 8 Januari 2016 LKS antara
lain yakni Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Pegawai, Badan Kredit Desa
(BKD), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lumbung Desa Bank Pasar,
Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Desa, Badan Kredit Kecamatan
(BKK), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Bank Karya Produksi (BKPD), ,
Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), serta lembaga lain yang sejenis.

Akan tetapi faktanya hingga saat ini masih sangat sedikit LKS termasuk
BMT yang mendaftarkan ‘dirinya menjadi LKM "bahkan® dari data yang tertera
pada situs OJIK ‘total ‘LKM yang" terdaftar-per bulan" september 2017 hanya
sejumlah 167 dan hanya terdapat 1 BMT yang berasal dari 'Yogyakarta. Data yang
di himpun total BMT di Yogyakarta yang tergabung dalam INKOPSYAH (Induk
Koperadi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil) sejumlah 26 Lembaga, namun
sayangnya tidak satu-pun BMT tersebut terdaftar dalam Lembaga Keuangan

Mikro yang masuk daftar pada OJK sebagaimana data terakhir yakni Tahun



2017°. Hal ini juga diperparah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koperasi
Dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang
Penyelenggaraan Usaha Kegiatan dan Pembiayaan Syariah yang pada intinya
mengkonversi LKS menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) hal ini tentu berseberangan dengan Undang-undang Lembaga Nomor 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Melihat fakta yang demikian dapat disimpulkan bahwa masih banyak
sekali BMT yang belum menjalankan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan belum mengkonversi BMT
menjadi Lembaga Keuangan Mikro, sehingga masih terdapat dua model
pengawasan pada lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum
koperasi yakni LKMS yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan
LKMS yang belum terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan berada di bawah
pengawasan Dinas Koperasi. Dari berbagai aspek tentu banyak kesamaan dari
Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Koperasi yang diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan dan Dinas ‘Koperasi. misalnya terkait fandasan mengenai bentuk
badan hukum-Koperasi akan mengacu pada-Undang-undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Koperasi dan apabila” dilihat” sebagai lembaga keuangan syariah
keduanya akan tunduk pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah serta Fatwa DSN, dan apabila melihat tujuan adanya lembaga
keuangan mikro syariah ini yakni untuk upaya pemberdayaan ekonomi umat

khususnya pada sektor mikro dan masyarakat menengah ke bawah, sehingga

% https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/L KM-Terdaftar-OJK.aspx, LKM Terdaftar pada
0OJK, diakses pada tanggal 26 Februari 2024.
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penulis tertarik untuk meneliti bagaimana model pengawasan yang dilakukan oleh
kedua lembaga tersebut pada LKMS yang berbadan hukum koperasi dan model
pengawasan yang sesuai dengan perundang-undangan bagi LKMS yang ada di

Indonesia khususnya pada wilayah D.I Yogyakarta

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas
Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum
Koperasi di D.l Yogyakarta?

2. Bagaimana perbandingan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas
Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum
Koperasi di D.l Yogyakarta?

3. Bagaimana model pengawasan yang sesual dengan Undang-undang pada
Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia?

. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menjelaskan praktik pengawasan eleh, Otoritas Jasa.-Keuangan dan Dinas
Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan
hukum Koperasi di D.I Yogyakarta.

b. Menjelaskan perbandingan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan
Dinas Koperasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan
hukum Koperasi di D.I Yogyakarta

c. Memaparkan model pengawasan yang sesuai dengan Undang-undang pada

Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia
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2. Adapun mengenai manfaat penelitian ini untuk:

a. Memberikan bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam upaya
mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah dengan kajian model pengawasan yang sesuai dengan Undang-
undang pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

b. Memberikan kontribusi keillmuan dan memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang problem Lembaga Keuangan Mikro Syariah di
Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penullis telah membaca beberapa penelitian
sejenis lainnya yang membahas mengenai Pengawasan OJK terhadap BMT di
Indonesia yang antara lain

Sebuah jurnal yang membahas mengenai persoalan yang dihadapi oleh
OJK dalam menjalankan peran pengawasan dan optimalisasi peran pengawasan
OJK terhadap pelaksanaan kegiatan operasional BMT di Yogyakarta, yang mana
penelitian, ini berjenis pnormatif empiris yang,.kemudian.-menarik kesimpulan
bahwa dalam~menjalankan pengawasan OJK menghadapi—beberapa persoalan
yang antara lain “kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas BMT,
inkonsistensi pengaturan hukum terkait pengawasan, keterbatasan SDM dan

tekhnologi.?

10 Anita Yunita dkk, “Optimaslisasi Peran Pengawasn Otoritas Jasa Keuangan Terhadap
baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta,” Hasil Penelitian Dasar Kolaboratif Dalam Negeri, UMY,
2021.
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Penelitian yang berjudul Analisis Tarik-menarik otoritas pengawasan
BMT antara Kementerian Koperasi dan OJK berangkat dari diundangkanya
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan kemudian dikuatkan
dengan POJK Nomor 12/POJK.05/2014 yang memberikan kewenangan pada OJK
untuk mengawasi BMT yang mana termasuk dalam Lembaga Keuangan Mikro.
Kesimpulan penelitian ini bahwa ternyata BMT tetap tidak berubah dan memilih
menggunakan badan hukum Koperasi dan tunduk pada UU No 25 Tahun 1992
tentang Koperasi*!

Problem Kewenangan dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah BMT oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah serta OJK merupakan sebuah Tesis yang berangkat dari pertanyaan
siapakah yang lebih berwenang mengawasi BMT antara Disperindagkop dan
OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga yang lebih berwenang
yakni OJK karena OJK memiliki landasan hukum yang kuat terkait pembinaan
dan pengawasan KJKS BMT dan OJK merupakan lembaga yang mengawasi
seluruh lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank?

Baitul-Maal Wat Tamwil Legalitas 'dan”Pengawasannya, Sebuah tulisan
yang berangkat dari Kegelisahan penulis melihat perkembangan BMT yang begitu
masif tetapi banyak sekali dijumpai persoalan hukum yang antara lain pada aspek

legalitas dan pengawasanya, dengan hasil kesimpulan bahwa peerintah tidak

11 Nindya Octariza, Muh. Rizwan Azzahidi, “Analisis Tarik Menarik Otoritas
Pengawasan BMT antara Kementerian Koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan, Islamika,” Jurnal
Keislaman dan lImu Pendidikan, Vol.5 No.3 (Juli 2023).

12 Epi Anggraeni, “Problem Kewenangan dalam Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan
Syariah BMT oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta
OJK,” Tesis Universitas Islam Indonesia (2015).
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mampu membuat suatu kebijakan tentang perlindungan hukum atas simpanan

yang ada dan dijalankan oleh KJKS sebagaimana dalam perbankan justru yang

terjadi yakni KJKS melemparkan tanggungjawab atas perlindungan simpanan

kepada masing-masing KJKS dan menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada

KJKS dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.*3

. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum
Hukum menurut Abdul Manan yakni serangkaian peraturan yang menguasai
tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam bermasyarakat. Hukum
juga mempunyai corak yang bersifat konstan dan hukum berupa satu organ
atau peraturan yang bersifat abstrak. Sehingga hukum berfungsi sebagai aturan
bagi berbagai kepentingan manusia, dan juga memberikan sanksi bagi manusia
yang melanggarnya.'*

Ketaatan dapat disamakan dengan perbuatan untuk mematuhi aturan yang
telah berlaku dan sah. Ketaatan yang seperti ini bukan muncul karena adanya
aparat-negara maupun, sanksi,yang.bersifat tegas, akan tetapi sikap ini muncul
disebabkan-karena adanya dorongan‘dan rasa tanggungjawab seseorang dalam
kedudukannya sebagai Warga negara yang patuh dan baik

Kepatuhan pada hukum yakni rasa sadar dengan manfaat hukum yang
memunculkan perasaann “ Kesetiaan” di lingkungan masyarakat kepada nilai

atau norma hukum vyang diterapkan pada aspek kehidupan bersama di

13 Thalis Noor Cahyadi, “Baitul Maal Wat Tamwil Legalitas dan Pengawasannya,” JESI
(Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), Vol 11, NO.2 (Desember 2012).
14 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum (Jakarta: Kencana, 2006), him. 2.
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lingkungan dengan ditampakan dengan perilaku yang nyata akan rasa patuh
terhadap nilai dan norma itu sendiri yang efeknya langsung dapat dirasakan
bersama oleh seluruh masyarakat.!> Menurut Mustafa dan Soerjono Soekanto
pada karyanya yang berjudul Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, terdapat
satu kecenderungan pada masyarakat yang kuat untuk patuh pada hukum
karena merasa takut dengan adanya sanksi negarif jika anggota masyarakat
melakukan pelanggaran hukum. Sehingga salah satu efek negatif yang timbul
yakni hukum akan tidak dipatuhi bilamana tidak terdapat pengawasan yang
bersifat ketat atas pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum menitikberatkan pada
adanya pengetahuan hukum, dan dari pengetahuan hukum inilah yang akan
timbul suatu pengakuan dan penghormatan terhadap kaidah-kaidah hukum.
Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat
yang antara lain
a. Pengetahuan Hukum

Faktor “ini. menjadi _yang _pertama _mempengaruhi. kesadaran hukum,
meskipun hukum telah di buat'dan tersebar dikalangan masyarakat umum
akan tetapi Seseorang yang melanggar belum tentu bersalah karena
masyarakat tidak memahami dan mengetahui peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sehingga seseorang akan mengetahui apa saja
yang dilarang dan diperbolehkan setelah mengetahui adanya hukum.

b. Pemahaman Hukum

15S.Maronie, “Kesadaran Kepatuhan Hukum,” https://www.zriefmaronie.blospot.
com.diakses pada tanggal 27 Februari 2024.
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Pemahaman hukum berarti tidak hanya memahami adanya hukum akan
tetapi juga mengetahui isi, tujuan, manfaat dan juga konsekuensi
pelanggaranya.

Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena
hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum dipatuhi. Sikap
hukum berasal dari penilaian individu dan warga negara terhadap hukum
yang berlaku.

Perilaku Hukum

Perilaku hukum menjadi indikator paling penting dalam menentukan
kesadaran hukum warga negara. Pola perilaku warga negara yang taat
hukum berarti bahwa hukum benar-benar berlaku dan berlaku efektif
dalam masyarakat. Sehingga perilaku hukum menjadi indikator kesadaran
hukum yang dapat di baca dari derajat ketaatan hukum warganya'®

Menurut Soerjono terdapat 3 indikator kepatuhan hukum, antara lain

yakni;

a. Compliance

“Penerimaan™ yang terang-terangan disebabkan™ oleh ekspektasi
pengharhaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman bukan
oleh keyakinan apapun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan.

Kekuatan Agen yang mempengaruhi didasarkan pada “cara-kontrol” dan

16 pandu, Kesadaran Hukum: Pengertian, Faktor, Ciri-ciri, dan contohnya dalam

masyarakat, https://www.gramedia.com/literasi/kesadaran-hukum/, diakses pada 25 Desember

2024.
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sebagai konsekuensinya orang yyang terpengaruh hanya sesuai di bawah
pengawasan”

Artinya seseorang akan berusaha patuh pada suatu peraturan
karena mengharapkan memperoleh suatu imbalan dari perbuatannya serta
berusaha untuk terhindar dari hukuman atau sanksi yang berlaku apabila ia
melanggarnya. Maka sikap patuh ini semata-mata karena hasil dari
pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemegang kuasa dan bukan
karena adanya keyakinan dan rasa untuk mencapai tujuan dari kaidah
hukum itu sendri. Hasil yang ditimbulkan dan efeknya yakni seseorang
akan bersikap patuh pada suatu hukum atau peraturan apabila telah adanya
pengawasan yang bersifat ketat untuk memastikan terimplementasikannya
peraturan dan kaidah hukum yang berlaku. .

Identification

Pada jenis kepatuhan ini seseorang dapat melakukan ketaatan hukum
karena tujuan agar anggota kelompok tetap aman dikarenakan adanya
hubungan dekat dengan pejabat atau pemerintah yang.memiliki wewenang
untuk=menerapkan“aturan hukum “tersebut dan "bukan karena nilai yang
terkandung pada kaidah hukum atauaturan tersebut.” Sehingga seseorang
akan patuh atau tidaknya pada aturan akan melihat keuntungan yang
didapatkan dari hubunganya dengan pemilik wewenang sehingga
kepatuhan ini sangat bergantung pada hubungan baik dan buruknya
interaksi antara kelompok masyarakat dengan pemilik kuasa.

Internalization
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Ketaatan masyarakat pada kaidah hukum pada tingkatan ini karena
seseoranng telah secara langsung merasakan manfaat atau buah imbalan
dari ketaatanya. Kaidah ini berisikan nilai-nilai atau norma yang dianut.
Hasilnya yakni seseorang akan melakukan ketaatan murni karena berharap
akan manfaat dari nilai intrinsik suatu peraturan. Titik utama dalam proses
ini seseorang akan percaya murni pada tujuan dan kaidah dari suatu
peraturan yang bersangkutan dan tidak sama sekali terpengaruh oleh nilai
kelompok maupun pengaruh dari pemegang kekuasaan juga pengaruh
pengawasan. Pada titik ini merupakan titik derajat kepatuhan yang
tertinggi, yang hal ini dapat terjadi karena hukum yang ada dan berlaku
telah sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya dan dianut oleh
masyarakat®’

Fungsi kita mengetahui dan memahami beberapa jenis ketaatan pada
hukum maka kita dapat memetakan dan mengidentifikasi efektivitas hukum
dan paraturan yang berlaku. Sehingga kesimpulanya apabila terdapat banyak
masyarakat yang menaatl peraturan _atau _perundang-undangan karena
didasarkan” pada ‘ketaatan™ identification- atau “compliance maka kualitas
ketaatan hukumpada masyarakat masih cukup rendah dan berlaku sebaliknya
apabila di lingkungan masyarakat yang menaati hukum atau peraturan
perundang-undangan karena didasarkan pada ketaatan yang berupa

internalisation, maka ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1986), him. 10.
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undangan dinilai tinggi kualitas dan keefektifan peraturan perundang-

undangan tersebut.

Sehubungan dengan itu menurut Ernst Utrech (1963:72) dalam karyanya
yang berjudul Pengantar Hukum Adminsitrasi Negara, terdapat beberapa
alasan masyarakat mematuhi hukum diantaranya:

a. Kondisi dimana seseorang telah merasa bahwa adanya peraturan berlaku
juga sebagai hukum. Sehingga mereka dapat merasakan pentingnya
peraturan atau huku yang berlaku.

b. Agar terciptanya perasaan ketentraman seseorang diharuskan menerima
peraturan sehingga untuk menghindari kesukaran dalam kehidupan
seseorang harus memilih untuk berlaku taat pada hukum.

c. Apabila luas kepentingan seseorang dibatasi cenderung akan mendorong
seseorang untuk merasa membutuhkan suatu peraturan hukum

d. Seseorang atau masyarakat bersikap patuh pada hukum atau peraturan
disebabkan karena munculnya paksaan (sanksi) sosial. Yang mana orang
akan_merasakan perasaan’ malu dan khawatir dituduh..sebagai pihak yang

asosisasi jika seseorang tersebut'melanggar hukum.

2. Teori Pengawasan
Pengawasan yakni segala usaha pengamatan atas pelaksanaan suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan yang telah direncanakan
diimplementasikan dengan baik. Sehingga praktik pengawasan dilaksanakan

pada saat kegiatan operasional sedang berjalan yang maknanya (a) sudut
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pandang waktu pengawasan dilaksanakan yanki saat ini (b) target
pengawasan fokus pada ada atau tidaknya keterkaitan dengan rencana, ()
pengawasan memiliki sifat preventif.!8

Pengawasan memiliki maksud dan tujuan untuk menjamin  semua
kegiatan yang akan diselenggarakan oleh organisasi dapat terlaksana sesuai
dengan rencana, termasuk juga pada strategi yang sebelumnya telah dibuat
tanpa melihat tingkatan mana rencana ditetapkan. Sehingga pengawasan yang
ada sebagai upaya pencegahan munculnya deviasi operasional yang telah
direncanakan pelaksanaanya dapat terlaksana dengan baik, selain itu juga
memastikan tidak hanya sesuai rencana akan tetapi juga melihat dan membuat
target efektif dan efisiensi kerja yang terbaik.

Sejatinya pengawasan penting karena berangkat dari kenyataan bahwa
manusia dalam melaksanakan kegiatan operasional sebagai makhluk yang
tidak sempurna dan memiliki Keterbatasan baik dari arti interpretasi makna
suatu rencana, pengetahuan, kemampuan ataupun keterampilan. Artinya
kendati_ manusia tetah melakukan sesuatu dengan iktikad.yang baik, loyalitas
dan—dedikasi yang “tinggi dan telah~—melakukan “upaya “mengerahkan
kemampuan secara maksimal, para penyelenggara kegiatan operasioal masih
dapat melakukan kesalahan. Kenyataannya menyatakan tidak seluruh anggota
suatu organisasi yangg selalu menampilkan perilaku yang demikian. Baik

dikarenakan unsur kesengajaan maupun tidak, perlilaku negatif seringkali ada

18 Sondang P. Siagian, Manajemen Stratejik (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), him. 258.
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dan mempengaruhi kinerja yang mana faktornya pun beragam. Sehingga
adanya pengawasan menjadi mutlak dilakukan.®
Terdapat beberapa teknik dalam melakukan pengawasan agar dapat
berjalan secara maksimal, yang mana antara lain Pertama manajemen
melaksanakan pengamatan atau observasi secara langsung dengan tujuan
untuk memastikan bagian petugas operasional bekerja dan menjalankan
tugasnya, Kedua melihat pelaporan berupa laporan yang bersifat lisan juga
laporan tertulis yang berasal dari laporan atasan yang melakukan pengawasan
pada bawahanya langsung, Ketiga, dengan mennggunakan kuisioner dan
responden diambil dari staf atau bagian yang melaksanakan kegiatan
operasioanal, Keempat dengan wawancara bilamana dirasa dibutuhkan.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian‘ini berjenis penelitian lapangan (field research) yakni penelitian
yang menggunakan pengamatan,wawancara daan penelaahan dokumen dengan
memfokuskan pada 4 jenis lembaga yakni BMT, LKMS,-OJK dan Dinkop di
Kota“Yogyakarta.
2. Sifat Penelitian Deskriptif — Analitik
Artinya dalam penelitian ini berusaha untuk menggambarkan objek atau
subjek penelitian mendasarkan pada fakta-fakta yang muncul atau apa adanya.
Dengan mendasarkan pada fakta tersebut kemudian dianalisis dengan

mendasarkan pada pengetahuan yang bersifat umum berupa kajian teori-teori,

19 1bid., him. 258-259.
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peraturan perundang-undangan/ hukum, dan prinsip-prinsip yang berlaku
secara umum.
3. Pendekatan

Dengan data-data yang diperoleh selama dalam proses penelitian penulis

akan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yakni dengan menganalisis

data lapangan berkaitan praktik pengawasan terhadap LKMS oleh OJK dan

Dinkop di wilayah D.l Yogyakarta dan model pengawasan yang ideal untuk

lembaga tersebut disandingkan dengan dengan peraturan perundang-undangan

yang ada

4. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini terdapat 2 jenis yakni:
a. Data Primer
Yakni data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang

mana data berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan melalui lisan,
tindakan atau perilaku dari subjek yang dapat dipercaya yakni subjek
penelitian’_ (informan) ‘yang "berkenaan dengan variabel yang diteliti°.
Sumber data primer penelitian“ini diperoleh dari hasit-wawancara dan data
pustaka dari-3 LKMS di bawah pengawasan OJK yakni LKM Almuna
Berkah Mandiri, LKM Sunan Pandanaram, LKM Unisa, 2 LKMS yang
berada di bawah pengawasan Dinkop yakni KSPPS BMT ARAFAH dan
KSPPS BMT Bina lhsanul Fikri, OJK dan Dinkop D.I Yogyakarta dan

dokumen-dokument terkait.

20 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), him. 28.
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b. Data Sekunder
Yakni data yang diperolen dan dikumpulkan oleh penelitii dari
beberapa sumber data yang telah ada sebelumnya. Yang mana didapatkan

dari beberapa sumber seperti Buku-buku, laporan, Jurnal dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara
Wawancara adalah mekanisme dan cara untuk mengumpulkan
informasi dengan cara komunikasi secara verbal dengan tujuan mendapatkan
informasi  yang dibutuhkan secara langsung dari sumbernya. Penulis
menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang artinya penulis
berpegang pada pedoman wawancara yang hanya memuat bagian-bagian
pokok penting dan garis besar yang akan menjadi fokus pertanyaan. Dalam
hal ini responden dapat melakukan respon dan jawaban secara bebas dan
spontan sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas hal ini karena
responden secara bebas menngemukanan informasi sehingga dapat
memperluas .pandangan peneliti?t.. Dalam penelitian, ini. penulis akan
melakukan wawancara dengan metode purposif sampling yang mana penulis
akan memilih untuk melakukan wawancara kepada beberapa LKMS dibawah
OJK dan LKMS di bawah Dinkop, OJK dan Disnakertranskop Yogyakarta.
2. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah berusaha mengumpulkan dan

menemukan data-data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,

2L 1smail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat
Cendekia, 2019), him 178-182.
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surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode

ini digunakan dalam rangka penelusuran dokumen lembaga yang mejadi

objek penelitian yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian.

H. Metode Analisis Data

Dalam upaya menganalisis data penulis memakai analisis data kualitatif.
Metode kualitatif merubah data menjadi temuan. Metode kualitatif ini bersifat
induktif adalah memulai dari realita,fakta, gejala, masalah yang diperoleh melalui
suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti
membangun pola-pola umum. Induktif artinya berawal dari sesuatu yang sifatnya
kKhusus ke umum. Peneliti yang menggunakan metode ini berkeinginan untuk
memahamai suatu gejala secara menyeluruh, termasuk mendeskripsikan dan
menginterpretasikan lingkungan sosial manusia atau organisasi eksternal yang
mempengaruhinya. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan
hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya ~dan menghasilkan suatu
pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru??

I. Sistematika Pembahasan
Penulis dalam menyusun tesis ini terdiri ataS lima Bab dimana tersusun
secara berurutan dari Bab satu sampai dengan Bab lima yang mana antar bab
tersusun rapi dan saling keterkaitan
Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kajian

teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pintu

2], R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya
(Jakarta: Grasindo, 2010), him. 120-121.
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masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab selanjutnya, yang mana
menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman aras isi yang
disajikan.

Bab Kedua Landasan teori yang membahas mengenai Lembaga Keuangan
Mikro dan Pengawasannya yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas
fakta-fakta yang ada di lapangan.

Bab Tiga membahas mengenai gambaran umum Objek penelitian yakni
Praktik Pengawasan oleh OJK dan DINKOP terhadap Lembaga Keuangam Mikro
Syariah yang berbadan hukum koperasi di D.l Yogyakarta

Bab Empat berisi analisis atas temuan dilapangan yang dipadukan dengan
teori yang disajikan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah ada.
yakni Analisis Perbandingan Pengawasan oleh OJK dan DINKOP terhadap
Lembaga Keuangam Mikro yang berbadan hukum koperasi di D.l Yogyakarta dan
Model pengawasan terhadap LKMS yang sesuai dengan perundang-undangan di
Indonesia

Bab Lima Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran..Kesimpulan sebagai
jawaban—"atas” pokok” permasalahan * sedangkan ‘saran-saran berisi tentang
rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu

dilakukan
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK kepada LKMS dengan mengacu pada Surat
Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.05/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dengan dua
metode yakni Onsite dan offsite akan tetapi belum dapat berjalan secara maksimal
karena tercatat di D.l Yogyakarta sampai saat ini baru terdapat 3 :LKMS yang
diawasi oleh OJK yaitu LKM Almuna Berkah Mandiri, LKM UNISA, dan LKM
Sunan Pandanaran, hal ini terjadi karena belum adanya kesadaran dan kepatuhan
hukum dari LKMS khususnya di D.l Yogyakarta, sedangkan LKMS yang lain
masih diawasi oleh DINKOP meskipun apabila merujuk pada Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKMS pengawasan yang dilakukan oleh DINKOP
bertentangan dengan. Undang-undang sehingga fungsi pengawasan terhadap
LKMS tidak berjalan dengan baik, terbukti banyak sekali kasus-kasus
pelanggaran, hukum yang terjadi jpada LKMS_ hal ini karena ,pada peraturan
DINKOP-tidak ada sanksi yang secara tegas mengatur LKMS tersebut, meskipun
demikian hingga saat ini belum ada tindakan tegas terhadap LKMS yang tidak
patuh hukum.

2. Pengawasan oleh DINKOP terhadap LKMS berbadan hukum koperasi meliputi
bimbingan dan konsultasi pelaksanaan rapat anggota tahunan, sosialiasasi,
pendampingan, monitoring dan evaluasi sedangkan sanksi yang diterapkan

sangatlah ringan bagi LKMS yang melanggar hanya diberikan teguran, sedangkan
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pengawasan oleh OJK dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan yakni pada
tanggal 30 April, 31 Agustus, 31 Desember dan terdapat sanksi administratif
berupa denda yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran, sanksi peringatan,
sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan sanksi Pencabutan Izin Usaha, terhadap
Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbadan hukum koperasi di D.l Yogyakarta,
meskipun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, LKMS
berada di bawah pengawasan OJK akan tetapi hingga saat ini masih sangat sedikit
LKMS yang patuh menunjukan Undang-undang ini tidak terimplementasi dengan
baik.

. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang bertujuan untuk menata
kembali Lembaga keuangan yang menjalankan usaha pada sektor keuangan,
dengan pentaan ulang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan
hukumkoperasi diharapkan dapat mengembalikan marwah serta kepercayaan

masyarakat terhadap Lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia

. SARAN

Pengembalian nama baik dan cCitra Lembaga Keuangan Syariah di Indnesia
haruslah didukung “oleh ~berbagai pihak baik Pemerintah, swasta maupun
masyarakat khususnya masyarakat Muslim di Indonesia demi terwujudnya

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bermartabat.
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